BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 392 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA DANA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
LINGKUP KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program prioritas
pemerintah di bidang kesehatan guna meningkatkan akses
dan mutu pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai
pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat
Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), serta
adanya Surat Usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Tabalong Nomor B-2907/Bid-Yankes/445/09/2023 tentang
Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada BLUD Puskesmas Lingkup
Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menunjuk Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan
Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19359
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);
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2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

: Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana

Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Lingkup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas
dan wewenang sebagai berikut:

a.

b.

o o

menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Puskesmas (RKAP) kepada PA;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja Dana Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Puskesmas;

melaksanakan anggaran Dana BOK Puskesmas;
memerintahkan pembayaran Dana BOK Puskesmas;
melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana
BOK Puskesmas;

melaporkan pendapatan Dana BOK Puskesmas kepada BUD
bendahara;

memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja
yang diajukan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas setiap
bulan;
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melaporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap
bulan kepada PA melalui Pejabat Pengelola Keuangan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);

menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) Dana BOK Puskesmas;

melakukan pergeseran belanja pada RKAP sesuai kebutuhan;
mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas
yang menjadi tanggung jawabnya; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Dana BOK

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.

b.
C:

menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK
Puskesmas;

menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas;
menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas
kepada Kepala Puskesmas;

menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK
Puskesmas,

melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang
telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas;

mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan
Buku Pembantu Pajak;

menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja
Dana BOK Puskesmas;

menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana
BOK Puskesmas setiap bulan;

menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi
belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran;
menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas;

memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2023.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI TABALONG,U%@
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel

Cab.Tanjung) di Tanjung.

5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
bersangkutan.
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